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KEPALA DESA DAWUNGSARI
KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA DAWUNGSARI
NOMOR q TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DAWUNGSARI

Menimbang DA bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49,
Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Dacrah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21
Tahun 2020 tentang  Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa
dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa
tentang RKP Desa olch kepala Desa dan ketua
BPD;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Desa Dawungsari tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2025.

Mengingat ¢+ 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana
telah di ubah dengan Undang- undang Nomor 9
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
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Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor H234)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran  Negara
Republik lndonesia Nomor 5:495),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2015 Nomor §8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah  Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan  Mulai  Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa
Timur/Tengah/Barat  dan  Daerah  Istimewa
Yogyvakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976
tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 1
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1976 Nomor 2§, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

10. Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
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Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa;

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan
Peraturan di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2094);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
159);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 6);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
611);

21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggan dan Transmigrasi Republik Indonesia
nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum
Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan
Desa;

22, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggan dan Transmigrasi Republik Indonesia
nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara
Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir
Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan
Usaha Milik desa Bersama;

23. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggan dan Transmigrasi Republik Indonesia
nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa tahun 2023;

24, Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
201/PMK.07/2022 Tanggal, 16 Desember 2022
Tentang Pengelolaan Dana Desa;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1
Tahun 2016 tentang Penetapan  Desa  di
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten
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Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.l,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 152) ;

26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013
tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor
10 Tahun 2013 tentlang Pendelegasian Sebagian
Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Dalam
Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan Kabupaten Kendal;

27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Asct Desa (Berita Dacrah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E
No. 41);

28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);

29, Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokas Berskala Desa di
Kabupaten Kendal ( Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2018 Nomor 50 );

30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kab.
Kendal;

31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Kendal Nomor 82 tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa
di Kabupaten Kendal,;

32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus
Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di
Kabupaten Kendal;

33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 tahun 2021
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Kendal Nomor 5 tahun 2017 Tentang Penghasilan
Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah
Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di
Kabupaten Kendal;

34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2022
Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 tahun 2022
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Kendal Nomor 82 tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa
di Kabupaten Kendal,;

36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2022
Tanggal, 8 Desember 2022 Tentang Pengalokasian
Bagin dari Hasil Pajak Derah dan Retribusi Daerah
Kepada Desa di kabupaten Kendal Tahun Anggaran
2022.

37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022
Tanggal, 30 Desember 2022 Tentang Tunjangan
Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten
Kendal
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38. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/380/2022
Tanggal 8 November 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Keputusan Bupati Kendal Nomor
900/157/2022 Tanggal 29 Maret 2022 Tentang
Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus
Kepada Pemerintah  Desa  Berbasis Dusun  di
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

39. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/403/2022
Tanggal 25 November 2022 tentang Perubahan atas
Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/57/2022
Tanggal 14 Pebruari 2022 Tentang Penctapan
Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi setiap desa
di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

40. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/410/2022
Tanggal, 1 Desember 2022 Tentang Penetapan
Selisih  Lebih  Bayar/Kurang Bayar Hasil
Perhitungan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Tahun Tahun Anggaran 2020
Bagi Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran
2022.

41. Keputusan  Camat Pegandon  Nomor :
140/12/2022 Tanggal, 19 Desember 2022 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dawungsari
Kecamatan Pegandon tentang Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

42. Peraturan Desa Dawungsari nomor 07 Tahun
2020 Tentang RPJMDes Desa Dawungsari Tahun
2020 - 2026;

43. Peraturan Desa Dawungsari nomor 06 Tahun
2022 Tentang Penyertaan Modal BUMDES Desa
Dawungsari Tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWUNGSARI
dan
KEPALA DESA DAWUNGSARI

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA DAWUNGSARI TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

‘2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa
untuk pengembangan usaha, kegiatan
kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan,
pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
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Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat Desa.

Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang
dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan
usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan,
dan ketertiban.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki
Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang  melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang
selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah
musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan,
dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh
anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya
masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten/kota.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses
tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur
masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka
peningkatan kualitas hidup manusia dan
penanggulangan kemiskinan.
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SDGy Desn adalnh upaya terpadu Pembangunan Desa
untuk percepatan  pencapaian  tujuan pembangunan
berkelanjutan,

Pendntann  Desn  adalah  proses  penggalian,
pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data
SDGOs Desn, yang memual data objektifl kewilayahan
dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa
yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan
Pembangunan Desa, masalah ckonomi, sosial, dan
budaya yang dapat digunakan sebagai bahan
rckomendasi  penyusunan  program  dan  kegiatan
Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait
lninnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan
masyarakat Desa.

Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data
kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang
disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara
terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat
lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya
manusia untuk disajikan menjadi informasi yang
berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi
pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan
strategis Pembangunan Desa.

Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang
memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian
SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen
perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun.,

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya
discbut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari
RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa
yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah
Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota
melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan
hak lain yang sah.

Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang
meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup,
sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya,
sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang
dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh
Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki
atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan,
dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama
masyarakat Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan
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dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa.

. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang

diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan
dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi
dana alokasi khusus.

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang dibentuk olech
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan
mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan
masyarakat Desa.

Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi
bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan
berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan
kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan
Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat
Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha
milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama,
peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan
kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs
Desa.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota
masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau
yang dipillh oleh Desa untuk menumbuhkan,
mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa,
partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan
masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut
BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh
Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola
usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi
dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan,
dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk
sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat,
perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau
perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya
tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja
negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.
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BAB Il
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
RKP Desa Tahun 2025 mcrupakan landasan dan pedoman
bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa
dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa
Tahun 2025.

Pasal 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan
akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar
Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan
oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas Kkebijakan
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau
Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam
Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
(1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun
Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun
Anggaran 2024.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini,

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur
lebih lanjut oleh Kepala Desa.
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Pasal 8
Peraturan Desa ini  mulai  berlaku pada tanggal

diundangkan,

Agar  seliap  orang  mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Dawungsari
Pada tanggal : 22> -8~ 2024
KEPALA DESA DAWUNGSARI

ACHMAD ISROFI

Diundangkan di  : Desa Dawungsari
Pada tanggal : 1 -48-2024
SEKRETARIS DESA GSARI

ACH ZAENI

LEMBARAN DESA DAWUNGSARI TAHUN 2023 NOMOR
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Bldang Jenis Keglatan ‘r-;un Jih (Rp) Bumber Antar Desa/ PELAKSANA KEGIATAN
2025 Kerjasama
Pihak Katiga
a b e d e f g h i Fi Kk [] _m n o
Penyelenggaraan SDOS Ke- 16, Perdamaian, | cPEhasilan tetap kescjahteraan kepala desa & . _
" d 12 bulan + Januari - ADD/ PBH/| Kenasama
Pemerintahan 1 Penyediaan Penghasilan tetap dan |Keadilan, dan kelembagaan masih belum pasti 100% desa peningkatan pelayanan ’ : KAUR UMUM & TU
Desa tunjangan kepala desa . terkait tanggal cair dawungsarl 1 bulan Desember 2025 PAD Pihak Ketiga
e |ailtap e Rp  52.050.000
Penghasilan tetap :
SDGS Ke- 16, Perdamaian, lan + | kescjahteraan perangkat Januari - ADD/ PBH/| Kerjasama
Penyediaan Penghasilan tetap dan masih belum pasti desa 12tu desa layanan KAUR UMUM & TU
2 Keadilan, dan kelembagaan 100% peningkatan pelaya:
jangan perangkat terkait tanggal cair dawungsari 1 bulan Desember 2025 PAD Pihak Ketiga
Y yang tangguh siltap Takgyarakal Rp _ 252.119.340
< SDQS Ke- 16, Perdamai i - x 1 o
sosial kepala G keter desa P pelay i- Kerjasama R
2 o .F:‘m Keadilan, dan peuit 100% | . 4 | 12bulan Ty = i 05 e ADD Pihak K KAUR UMUM & TU
Penyediaan Operasional Pemerintah
Desa (ATK, honor
|PscrxD Soords . el
kegiatan, bendahara, lstrik, —
& morie i SDGS Ke- 16, I o : fariomop ADD/PAD
dan keter 00" desa bul p pelay Swakelola KAUR UMUM
. motor, alat rumah tangga, Keadilan, dan kelembagaan operasional ¥ dawungsari 12 masyarakat Desember 2025 J/PBH URU &TU
SPPD/Uang transport , RIS
SPPD/ uang transport, makan
minum, Honorarium kebersihan,
li kubuh, sveh mayit — =7 Rp 60.000.000
SDOS Ke- 16, Perdamai e i keacjahteraan it
Perbaikan keter desa
5 e penyediaan Tunjangan :{endﬂnn, dn.: kelembagaan reimman 100% dawngeaid 12 bulan peninghmn“pek:ymn Desember 2025 Bp pR—— ADD/PBH Swakelola KAUR UMUM & TU
|SDGS Ke- 16, Perd % A — i " :
- a0 Koot F B
6 | Penyediasn Operasional BFD [ Keadilan, dan g 100% | gouungsar | 12ulan e Descmber 2025 | o L1680 | APP/PEH | Swakelola KAUR UMUM & TU
SDGS Ke- 16, Perd kesejahteraan rt/rw =
7 mw’ Operasional |y eadilan, dan kelembaga sy 100% “-d“?nm 12bulan | peningkatan pelayanan | Jm:;ﬁzuzs PAD Swakelola KAUR UMUM & TU
T - __masyarakat Ep 16.440.000
Penyediaan Operasional Pe it keterb 100% e 12bulan | Pemingkatan pelayanan Januasi - DD Swakelola KAUR UMUM & TU
! g = ‘E P dawungsari masyarakat Desember 2025 Rp 23.677.000
s |SDGS Ke- 16, Perdamaian, besaran dari kelang S desa kescjahteraan kepaladesa &l o0 pas
L s ) dan masih 1 sz ; | 12bulan | peningkatan pelayanen ber 2025 | 5 - PAD Swakelola KAUR UMUM &
1. SRR - SDOS Ke- 16, Perdamaian, p _E_- ey 2 =
10], / Keadilan, dan kelembagaan 100% dlwd\::url 12 bulan |desa peningkatan pelayanan i 2-02 PAD Swakelola KAUR UMUM & TU
bag! peruaghcat desa h masvarakat Desem! 5| rp 96.000.000
Penyedia sarana {aset tetap) 1 "
8SDGS Ke- 16, F k Insl \ N i
e beler] aknast dan . I desa P ; i- Swakelola/ KAUR UMUM & TU
11 computer/ laptop/ Printer Keadilan, dan kelembagaan 100% dawungsar 2 Paket mayarakat Desember 2025 PBH/ DD Pihak ke tiga
P SRS Rp _ 20.000.000
Penyusunan, Pendataan, dan 8DGS Ke- 16, Perdamaian, .
12 i Pt (SDGS & |Keadilan, dan kelembagaan  |Anggaran minim 100% dove 1paket | Peningkatan pelayanan Januarl DD Swakelola | KASI PEMERINTAHAN
dawungsari masyarakat Desember 2025
PRODESKEL) yang tangguh
30.000.000
SDGS Ke- 16, Perdamaian, -
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dan lelang TKD } dawungsari pelay yarakat | D 2025 5.400.000
SDOS Ke- 16, Perdamaian, = 3 .
14 [ Musyewarah Perencanaan dan  |yeadilan, dan kelembagaan  [Agenda tahunan gk | L bt | D AR I ] DD Swakelola | KAUR PERENCANAAN
yang tangguh - Ep 12.000.000
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Henoa
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mencegnh grnangan air
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9 |draenase 11 2 rw 2 T . belum sda draenase 100% Mn2rwl 160 meter D ber 2025 FBK/ DD Swakelols KASZI KESEJAHTERAAN
dan insfrastrukiur Rp A2.000.000
mencegnh geoangan air
panjang Junuari -
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S mencegah genangan air
Prmb d dan
i n2rwlrta | Punjang 200 Januar -
11 }p Jalan, rabat beton 2 jalan rusak dan becek | 100% R 185.000.000 | PBP/ DD Swakelola KAS| KESEJAHTERAAN
rw2rtdrw ] DG Ke 9, lndustrl, inovasi ik o Desember 2025 | 7 4
dan insfrastrultur
2 Januari
12 | jembatan rusak 100% | n2Z2ri3rwl 1 unit Penghubung jalan = PBP/ DD Swakelola KAS! KESEJAHTERAAN
Pemb ’ 112 rw [SDOS Ke 9, Industri, inovasi Denember 2025 /
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memperlancar transportasi
lan masih becek 1 f4rwin4 | panjang Januari -
13 - — s D sce, Mo seovan o 00% B 180 meter Desemnber 2025 FBP/ DD Swakelola KASI KESEJAHTERAAN
| _|desanérwindrw2 dan insfrastrukiur Rp 200.000.000
1ud dewisintort 2| panjang penahan jalan dan Januari -
e Pvtegumn tt Jakes portanian [ 8008 K6 9, tadustr, inevast _—— o ™3 200 meter mencegah hama Deserber 2025 PREDUE Swehin. i) SR SRSULA T RIN
dewi minto 1 2 rw 3 dan insfr Rp 200.000.000
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- 0,15 meter T T—
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rabal beton 1 1 rw 3 nlrw3 44x3,35x% P i Rp 40.000.000 DD
16 jadan rusak 100% s s Swakelola | KASI KESEJAHTERAAN
SD08 Ke 9, industrl, inovasi Desember 2025
dan insfrastruktur
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3
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belum ada mck Januari -
» 8008 Ke 9. fndustrt, inovasl[mumdi 1w [ 100% Desember 2025 e s
dan insfrastruktur
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Dats Eksisting | "5 Prakirsan Waktu sty ,’ ‘
No Mendukung S8DGs ke- Tahun Be Capala| Lokasi Volume Basaran/ Manfaat Pelaksanaan L il
Jenis Keglatan L h;“ Jlh (Rp) Sumber u"h""_". Desa/ | PELAKSANA KEGIATAN
2025 Kerjasama
Plhak Ketiga
a [ d . I g h { K k I m n []
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | SDOS Ke- 16, Perdamaan, L " 1 -
Pt o P e o= AR Masih kurangnya desa pening) 7 i-
5|Pening P Perang) dan p Selo 100% [ o | 1 paket s e DD Swakelola KASI PEMERINTAHAN
Rp 20 000.000
SDOS Ke- 16, Perdamaian, A : £ 2
Masih kurangnys desa F rJ F -
6| Peningkatan Kspasitas BFD Keadilan, dan it 100% kit 3 paket ber 2025 DD Swakelola KASI PEMERINTAHAN
yang tangguh et i s Rp____5.000.000
SDOS Ke- 1, Tanpa BUMDES belum
Penyertaan modal BUMDES/ kemiskinan; 8DOS Ke- 8, desa . Januari -
9 BUMDESMA Pekerjaan layak dan mndm PAD 100% s i 12 bulan peningkatan PAD D ber 2025 Rp 25.000.000 DD Swakelola KAUR KEUANGAN
pertumbuhan ekonomi
Jumlah Per Bidang 4 Rp 340.000.000
|sDGS Ke- 1, Tanpa a2 . P
Penanggulangan | 1|Penanggul B kemiski Ke-2, |lcOndibencana | 5o, | desa | jounun [Antisipasi Bencana Alam | | JRRuRT- 25.000.000| DD Swakeiola | KASIKES
Bencana / Tak Tanpa } _’SDGS alam dan non alam dawungsari . . Desember 2025 | RP EJACTERAAN
SDGS Ke- 1, Tanpa adi s :
s 2|Keadaan Darurat kemiskinan; SDGS Ke- 2, T"""I bencana 100% | desa ) Tuhun; |Antisipas! Keadaan e 1.000000| DD Swakelola | KASI KESEJAHTERAAN
Tanpa kelaparan dan non alam dawungsari Darurat Desember 2025
SDGS Ke- 1, Tanpa e
Keadaan Mendesak/ BLT DANA % > Terjadi bencana desa, Antisipasi Keadaan Januari -
. : s 1 1 i et B 1 . ESEJAHTERAAN
3.D!:Sa\fﬂunmlam Il;:i:.lp:klnm SDGS Ke- 2 Sk s 100% P 1 Tahun 2025 Rp 80.000.000 | DD/ DLL Swakelola KASI KES
Jumiah Per Bidang 6 Rp _106.000.000
e JUMLAH TOTAL RKP 2028 Rp 3.696.503.140 PAD| DD/ ADD/ PRH/ PEP/ BEXK/ AFEN
Disusun oleh,

Ketua Tim
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BAFFAR USLAN REMCANA MERJA FREMERINTAN DRSA (D1 R

TAMUN 1 306

DA TR L

DERA DA WUV ART
KECAMATAN PEGANDON
KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
| Prakirsan Blaya dan Sumber | Pola
; Bidang/ Jenis Kegiatan \
| 1 1
Rencana \
Data Eksisting Target A Praki § Wal l; swakelc
No Mendukung SDGs ke- Tahun Berjal Cr.::ul.;n Lo Volume Sasaran/ Manfaat Pelal | swadaz
Bidang Jenis Kegiatan : ik Ry} Sumber | \otarD
Kerjass
Pibak K
a 5 d e T4 g R [ 7 k 1 [ m "
g dmsen ey !
1 Pemsermiahan {
l -
Jumlah Per Bidang 1 | -
Peisksenaan Penerangan jalan SDGS Ke 9, industri, inovasi  |jalan masih gelap 100% Peg;mdem - 20 unit Penerangan jalan i AP;?TEN Pihak I
% dan insfrastruktur __Janrejo 200 000 000 KABU
- Desa warga kurang mampu i
. SDGS Ke- 3, Keidupan sehat desa penuingkazan kesehatan APBD -
5 Peagusulan JKN KIS i mﬁemw 100% , ; | 12bulan | KABUPATEN Pihak
IGOVAs] 100 006 000
.mh-m !dhhpmutdmhuwnh :2:}38'29“” éﬁa ipan lumpur 100% Kali penut | 1000 meter P — mmmi p— e
Jalan
me'msngm&m,mﬁ Jm.::mntuuh 100% P e - 1 unit : bt ] % n?l?fm Pibsk
phatisgine dan insfrastrultur s Jatirejo 1.000.000 000! KABU .
Jumlah 2 _1.800.000.000 L
| Pembergan
3 .lﬂﬂmqﬂnknm
| Dese .
__Jumlak Per Bidang 3 = -
5 Pemberdayasn
Masyerakat Dess .
Jumiah Per Bidsng 4 il - =
* \
§ \
i -
1.800.000.000 APBD :
Disusun cleh,
Ketua Tum
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RINCIAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

Penanggulangan bencana merupakan belanja yang tidak terduga yang didanai
oleh APBDES Desa Dawungsari, oleh karena itu belanja mengikuti kebutuhan
selama kondisi kebencanaan terjadi di Desa Dawungsari pada saat tahun
begalan. Rincian kegiatan penanggulangan bencana secara garis besar dibagi
menjadi dua yaitu penanggulangan bencana alam dan bencana non alam seperti
wabah virus, bakteri, atau penvakit menular lainnya. Adapun rencana kegiatan
penanggulangan bencana meliputi:

pembangunan jalan evakuasi;

pembangunan gedung pengungsian ataupun pos rehabilitasi/ isolasi;

pembersihan lingkungan yang terkena bencana;

rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena

bencana; =

normalisasi Sungai sebagai pencegahan bencana banjir atau biaya

honor pekerja dan konsumsi padat karya tunai pembersihan sungai;

pengadaan sarana dan prasarana atau peralatan dalam rangka
pencegahan ataupun penanggulangan bencana;

7. penyediaan layanan informasi tentang bencana;

8. penyediaan alat komunikasi terkait koordinasi bencana;

9. pelatihan kesiapsiagaan masvarakat dalam menghadapi bencana;

10. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;

11. operasional kader atau relawan bencana;

12. Penyediaan atau bantuan obat-obatan, air mineral, sembako atau
makanan, bantuan langsung tunai yang diatur pemerintah selama
bencana bagi korban terdampak bencana;

13. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai
dengan kewenangan Desa, arahan program pemerintahan yang lebih

tinggi dan kebutuhan selama bencana.

o o

o w

Mengetahui,

KEPALA DESA DAWUNGSARI
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